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CATATAN HASIL EVALUASI (CHE)
Nomor : 700/01/Tim Evaluasi/2023

Pada hari ini Jumat tanggal 26 Mei 2023, Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang Nomor:
094/193/427.3/2023 tanggal 3 April 2023 telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2022 pada Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Hasil Evaluasi dapat disajikan dalam Catatan Hasil Evaluasi (CHE) atas masing-masing
komponen manajemen kinerja tersebut dengan rincian Sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja
Terdapat beberapa kelemahan dalam perencanaan kinerja dari hasil evaluasi
telah menunjukkan bahwa diantaranya:

1)  Tidak terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja;

2) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dapat dicapai
(achievable), menantang, dan realistis.;

3) Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang
berkesinambungan, namun belum selaras antara Kondisi/Hasil;

4) Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang
hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar
bidangrdengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);

5) Setiap pegawai belum merumuskan dan menetapkan Perencanaan
Kinerja;

6) Anggaran yang ditetapkan belum mengacu pada Kinerja yang ingin
dicapai;

7)  Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dapat dicapai
dengan baik, atau setidaknya masih on the right track;

8) Rencana aksi kinerja belum berjalan dinamis karena capaian kinerja
selalu dipantau secara berkala;

9)  Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang belum direncanakan.

b. Pengukuran Kinerja
Terdapat beberapa kelemahan dalam Pengukuran Kinerja dari hasil evaluasi
menunjukkan sebagaiberikut ;

\/1) Belum ada SOP/kebijakan intern pengukuran kinerja dan pengumpulan data
kinerja;

2) tidak terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja ang dapat diandalkan;
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3) Pimpinan belum sepenuhnya tenbat sebagai pengambil keputusan
(Decision Maker) dalam mengukur capaian kinera,

4) Belum dilakukan Pengukuran kinerja secara berkala;

5) Setiap atasan belum melakukan pemantauan atas pengukuran caaian
kinerja bawahannya;

8) Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian
(pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.;

7) Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan
Jabatan baik struktural maupun fungsional;

8) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing)
Organisasi;

c. Pelaporan Kinerja
Terdapat kelemahan dalam Pelaporan Kinerja dari hasil evaluasi diantaranya:

1) Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkala;

2) Belum dilakukan reviu LKj];

3) Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkualitas sesuai dengan
standar;

4) Dokumen Laporan Kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang
pencapaian kinerja;

5) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi
kinerja dengan realiasi kinerja di level nasionalfinternasional (Benchmark
Kinerja);

6) Dokumgn Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan
sumber daya dalam mencapai kinerja.;

7) Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama pimpinan
(Bertanggung Jawab);

8) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam
penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;

9) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian
penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Terdapat beberapa kelemahan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dari
hasil evaluasi sebagaiberikut:

1) Belum Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit
kerja/perangkat daerah.;

3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sesuai standar ;

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan
pendalaman yang memadai;
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5) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja intemal belum
ditindaklanjuti;

8) Belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi  SAKIP  dengan
melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas
Kinerja intemal.
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Telah ada Cascacing
yang memadai sampzi ke
tingkat Sub Kegiatan
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Telah ada Crosscutting
yang memadai sampal ke
tingkat Sub Kegiatan
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Telah ada evaluasi
berkala terkait keseuaian
Pohon Kinerja,
Cascading dan
Crosscutting
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Telah ada tim dan
mempunyai program
kerja yang memadai
SW+2H serta agile untuk
penanggulangan
kemiskinan dapat
dilakukan perubahan saat
dibutuhkan
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Terdapat penganggaran
yang cukup dan tepat
untuk kegiatan
Prioritas/Strategis Utama
Penanggulangan
Kemiskinan termasuk
lokus
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l' Ketersediaan KAK yang
memadai setiap tahap
perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi,
dst Kegiatan
Prioritas/strategis
Penanggulangan
Kemiskinan di setiap
sektor dan telah seleras
dengan dokumen
penganggaran
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Ketepatan proses
Pengadaan Barang/Jasa
Penanggulangan
Kemiskinan, dan
Pengadaan barang/jasa
melibatkan UMKM serta
masyarakat daerah

Sistem Penatausahaan
dan Pertangungjawaban
program
Penanggulangan
Kemiskinan telah
memadai dan cashless
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Ketersediaan Sarana
dan Prasarana
Penanggulangan
Kemiskinan telah
memadal di setiap
bidang

18

Ketersediaan SDM
Penanggulangan
Kemiskinan baik kualitas
dan kuantitas

Adanya keterlibatan
masyarakat miskin dalam
berbagai program dan
kegiatan perfiberdayaan
melalui dana Pemerintah
per wilayah (Pemerintah
Propinsi dan/atau
Pemerintah Daerah, desa
maupun swasta), dan
upaya penanggulangan
kemiskinan secara
swakelola oleh
masyarakat

Adanya peran Badan
Usaha Millk Desa dan
atau Badan Usaha

Bersama Milik daerah
dalam program
penanggulangan
kemiskinan total dan
perwilayah
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